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Untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik sehingga
dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana
prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan
UU No. 25 Tahun 2009

« Kompetensi Penyelenggara
« Sarana Prasarana

Untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan

Standar Pelayanan yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan
yang baik
. . Proses
Dimensi
. Untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait
Variabel Persepsi Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelanggara
layanan

Untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna

YRR [FATEElLE layanan dalam menyelesaik
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Pembobotan Dimensi

Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Pelaksana
sebanyak 5 indikator dan Sarana Prasarana
sebanyak 8 indikator)

Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan)
dengan jumlah 11 indikator

ll. OUTPUT

Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Persepsi
Maladministrasi sebanyak 5 indikator)

IV. PENGADUAN

Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan
sebanyak 7 indikator)

BOBOT

21,85%
32,37%
24,24%

21,54%

Dimensi dan Indikator

Dimensi Input

| NO | INDIKATOR

I. Input (Kompetensi Pelaksana 5 indikator dan Sarana Prasarana 8
indikator)

n Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan

n Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan

n Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman

n Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi

n Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan
n Frekuensi Pengawasan Internal

Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)

n Ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan
n Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

n Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana

Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan
n Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan

ﬂ Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus
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Dimensi Proses

M INDIKATOR

Il. Proses (Penilaian Kepatuhan 11 indikator)
n Ketersediaan Persyaratan
n Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur
n Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian
n Ketersediaan Biaya/Tarif

ﬂ Ketersediaan Produk Pelayanan

n Maklumat Layanan (Publikasi dan Substansi/Kualitas)
B . publikasi Maklumat
- b. Substansi/Kualitas Maklumat

Pelayanan Khusus

n Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan
n Ketersediaan Moto Pelayanan
[18 Ketersediaan Atribut

Ketersediaan Pelayanan Terpadu

Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi

Dimensi dan Indikator

Dimensi Output

lll. Output (Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator)

Penundaan berlarut

n Permintaan imbalan

n Penyimpangan prosedur

n Tidak kompeten
n Tidak patut

Ket: Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara

Dimensi Pengaduan

| NO | INDIKATOR

IV. Pengaduan (7 indikator)

Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan
pengaduan
Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan

= Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan
pengaduan

n Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola
Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara
pengelolaan pengaduan

n Jangka waktu penyelesaian pengaduan

Pelaksanaan penyelesaian pengaduan
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Kolom Pencarian Pelayanan

Persyaratan layanan

Pelayanan Di Bidang Pendidikan

KESEHATAN
Pelayanan Di Bidang Kesehatan

PERTANIAN

Pelayanan Di Bidang Pertanian

KEPENDUDUKAN
Pelayanan Di Bidang
Kependudukan

SO5IAL
Pelayanan Di Bidang Sosial

PERINDUSTRIAN

Pelayanan Di Bidang Perindustrian

PERDAGANGAN

Pelayanan Di Bidang Perdagangan

KETENAGAKERJAAN
Pelayanan Di Bidang
Ktenagakeraan

KOPERASI & UMKM
Pelayanan Di Bidang Koperasi &
UMKM

PERHUBUNGAN

Pelayanan Di Bidang Perhubungan

PARIWISATA

Pelayanan Di Bidang Pariwisaj

LHK
Pelayanan Di Bidang LHK

KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA)

Mal Pelayanan Publik

© Detail Layanan

INFO PELAYANAN FELAKZANA, JAMINAN DAN EVALUAE] FASILITAS & PENGADUAN

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

KATEGORI LAYANAN i Kependudukan

PRODUK LAYANAN Kartu Idenfitas Anak ( KIA )
JANGKA WAKTU 60 Menit jika semua persyaratan elah terpenuhi
BIAYATTARIF + Grafis / Tidak dipungut biaya

LOKASI PELAYANAN Mal Pelayanan Publik

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 fentang
Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Pemerintah Momor 37 Tahun 2007 teniang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 fentang
Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer & Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penefapan Standar
Pelayanan Minimal

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

PERSYARATAN

1. Foto copy KTP Crang Tua

2. Foto copyKartu Keluarga ( KK )

3. Foto copy Akle Kelahiran

4. Pas photo ukuran 3 x 4 = 2 lembar bagi usia 3 fahun ke 3

Ketentuan:

1. Penilaian bersifat kumulatif

2. Semakin lengkap ketersedian
informasi persyaratan secara
elektronik dan non elektronik
maka mendapatkan nilai
maksimal
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Kolom Pencarian Pelayanan

INFORMASI UMUM STANDAR PELAYANAN

Pelayanan i Bidang

Hependudukan KATEGORI LAYANAN :  Kependudukan
PRODUK LAYANAN : Kartu ldentitas Anak { KIA )
S0OSIAL
Pelayanan Di Bidang Sosial JANGKA WAKTU H 60 Menit jika semua persyaratan felah terpenuhi
BIAYATARIF H Grafis / Tidak dipungut biaya
PERINDUSTRIAN LOKASI PELAYANAN : Mal Pelayanan Publik
{ Pelayanan Di Bidang Perindustrian
CLLLY e KCK ~ 1
PERSYARATAN  m / y/ PIPER = ] DASAR HUKUM
5 PERDAGANGAN

=

Pelayanan Di Bidang Perdagangan . Undang-Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Afas Undang Undang Momor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
A % = » KETENAGAKERJAAN . Peraturan Pemerintah Momor 37 Tahun 2007 tenfang Pelaksanaan Undang-Undang Momeor 23 Tahun 2006 fentang
~ = . - = ! - - Pelayanan Di Bidang . .
- BKCK Lama —— / ‘ T Administrasi Kg pendudukalj )
. 2 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Momar 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.
KOPERASI & UMKM Peraturan Presiden Republik Indonesia Momar 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik.
Pelayanan Di Bidang Koperasi & Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 6 Tahun 2007 tentang Pefunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar
LMK Pelayanan Minimal
§. Peraturan Bupati Banyuwangi Momor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

(=]

b

ok

PERHUBUNGAN

Pelayanan Di Bidang Perhubungan

PARIWISATA PERSYARATAN
Pelayanan i Bidang Pariwisaia

Ketentuan: .
. . . . 2.
1. Penilaian bersifat kumulatif 3. Fotocopy Akl Keahian

Foto copy KTP Orang Tua

LHK Foto copyKariu Keluarga { KK )

% 4 =2 lembar bagi usia 5 tahun ke atas

2. Semakin lengkap ketersedian informasi system, PucKPP .
mekanisme dan prosedur secara elektronik dan * ‘
. . . KEAGAMAAN
non elektronik maka mendapatkan nilai Pelayanan Di Bisang Kesgamasn
makSimaI KEUANGAN

Pelayanan Di Bidang Keuangan

. MEKANISME, DAN PROSEDUR

&

Mengambil nomor anfrean, mengisi formulir, menyerahkan berkas persyaratan kepada petuds
Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan:
ldentifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan database;
Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada bidang Dafduk untuk persetujuah perubahan,
mencetak KIA;

5. Petugas entry melakukan input data, mencetak kepada KasiKabid;

6. Memverifikasi, validasi kesesuaian data permchonan dengan database apakah sudah benar/bg
7. Jika ada kesalahan cetak dikembalikan kepada petugas cetak untuk dibetulkan;

&. Petugas pelayanan dinas menyerahkan berkas permohonan KlA kepada pemohon;
9 Rgmohon menenima KA.

ot b=

KEPOLISIAN

Pelayanan Di Bidang Kepolisian

KFTFNAGA |i iiil
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nptsp.malangkota.go.id/?page_id=69

Biaya, Tarif Layanan

Ketentuan:

1. Penilaian bersifat kumulatif

2. Semakin lengkap ketersedian informasi biaya,
tarif layanan secara elektronik dan non
elektronik maka mendapatkan nilai maksimal

12 ]

e |
5

Jangka Waktu
Penyelesaian
Biaya/Tanif
Prody

Kepala Bidang untuk divalidas: dan diajukan ke
Kepala Dinas
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang,
¢ Membenkan tanda tangan pada surat 1zin.
¢ - Memenksa bukn nomor pendaftaran dan
membawa surat izin yang sudah ditanda tangam.
Memben nomor register sesual jenis penzinan.
FRONT OFFICE
¢ Menerima buku nomor pendaftaran untuk di cek
dengan surat zin lembar 1 dan jika sesuai, surat izin
diberikan ke pemohon dan meminta pemohon
mengisi kuisioner SKM.

10 Han

- F.disnakerpmptsp.malangkota.go.id
: disnakerpmptsp@malangkota.go.ad

SK dan Surat Tw
Requlas

Rekapitulasl zin
Rencana Stratec
Sertifikat Regist

SK Kepala Disna

ugas

SK dan Surat Tu

Resmi dan Medi:

K Tim PengadL
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SIM PERPRNJANGAN
- PENDAFTARAN =2 MENIT
- ENTRY DATA (REGRISTRASD =3 MENIT
- IDENTIFIKAS] (FOTO) =3 MENIT
- PEMBAYARAN PNBP =2 MENIY
- CETAK SIM = 3 MENIT

TOTAL WAKTU=

v',‘.vfn:',:‘:ml,miwln!.zus«:h,w:n_!l 4

Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif

nptsp.malangkota.go.id/?page_id=69

Jangka Waktu Penyelesaian

" 3 | Jangka Waktu
Penyelesaian
| 4 | Biaya/Tarif

| Tidak ada biaya

Kepala Bidang untuk divalidas: dan diajukan ke
Kepala Dinas
Jika cetakan salah, maka dikembalikan ke
petugas untuk dicetak ulang,
¢ Membenkan tanda tangan pada surat 1zin.
¢ - Memernksa bukn nomor pendaftaran dan
membawa surat izin yang sudah ditanda tangan.
- Memben nomor register sesual jenis penzinan.
FRONT OFFICE
¢ Menerima bukt nomor pendaftaran untuk di cek
dengan surat zin lembar 1 dan jika sesuai, surat izin
diberikan ke pemohon dan meminta pemohon
mengisi kuisioner SKM.

10 Han

ebsite : www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

SK dan Surat Tu

Medi:

Resmi dan

K Tim Pengadt

2. Semakin lengkap ketersedian informasi jangka
waktu penyelesaian secara elektronik dan non
elektronik maka mendapatkan nilai maksimal
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Produk Layanan

??RSVAEKTAN PEMBUATAN SIM
BARU DAN PERPANJANGAN

(PERKAP NOMOR 9 TAHUN 2012)

SATPAS 1525

POLRESTA MALANG KOTA

Kolom Pencarian Pelayanan

BERANDA SKPD

KATEGORI PELAYANAN

Semua Kategor Pelayanan

PENDIDIKAN
Pelayanan Di Bidang Pendidikan

KESEHATAN
Felayanan Di Bidang Kesshatan

PERTANIAN

Pelayanan Di Bidang Pertanian

SOSIAL
Pelayanan Di Bidang Sosial

PERINDUSTRIAN
Pelayanan Di Bidang Perindustrian

PERDAGANGAN

Pelayanan Di Bidang Perdagangan

KETENAGAKERJAAN
Pelayanan Di Bidang
Kistenagakerzan

KOPERASI & UMKM
Pelayanan Di Bidang Koperasi &
UMK

PERHUBUNGAN
Pelayanan Di Bidang Perhubungan

PARIWISATA
Pelayanan Di Bidang Pariwisaia

LHK
Pelayanan Di Bidang LHK

MPP 035 LAYANAN PENGADUAN 1
.

BAY! LAHIR PROCOT PULANG BAWA AKTA KELAHIRAN (THREE IN ONE)
Mal Pelayanan Publik 2 .

@ Detail Layanan
KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )
Mal Pelayanan Publik
© Detail Layanan
KARTU KELUARGA (KK)
Mal Pelayanan Publik
© Detail Layanan
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP EL HILANG )
Mal Pelayanan Publik
@ Detail Layanan
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP-EL PEMULA )
Mal Pelayanan Publik
© Detail Layanan
KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
Mal Pelayanan Publik
© Detail Layanan
KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
Mal Pelayanan Publik
@ Detail Layanan
KUTIPAN KEDUA DST KARENA AKTA HILANG DAN RUSAK
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip
© Detail Layanan
PELAYANAN AKTA KELAHIRAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip
© Detail Layanan
PELAYANAN AKTA KEMATIAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip

Ketentuan:

Penilaian bersifat
kumulatif

Semakin lengkap
ketersedian informasi
jangka waktu
penyelesaian secara
elektronik dan non
elektronik maka
mendapatkan nilai
maksimal
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"Hal-hal'yang perlu alam
Maklumat Pelayanan adalah:

L Eg;gxat%aglﬁaaﬁtﬁ“ KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
melakgsgngkan pelayanan DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
sesuai dengan Standar

BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA * "%

Pelayanan. i T s

2. Pernyataan memberikan M A K L U M AT P E LAYA N A N
ESL?X%QSR 3‘;%”;'(;‘?”33” 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
melakukan perbaikan secara < Pelayanan. >
terus-menerus. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan

3. Pernyataan kesediaan untuk akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
meneg im.ﬁ sa li\(kSi, dan/atau 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila
memberikan kompensasi i : :
apabila pelayanan yang pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
diberikan tidak sesuai standar. [ SUARMBAR RARA

€ JGENG RAHARIO, A.Pi

Ketentuan: Ketentuan:
1. Publikasi: 2. Subtansi/ kualitas:
Semakin lengkap ketersedian harus sesuai dengan Permenpan
informasi maklumat layanan secara RB Nomor 15 Tahun 2014
elektronik dan non elektronik maka Tentang Pedoman Standar
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Ketentuan:
1. Penilaian bersifat kumulatif
2. Pelayanan khusus dapat berupa:

{ ’ &
| <&' mr Nn n"‘ kunjungan ke rumah, petugas khusus,

JV V W \/(1 prioritas antrian, penyuluhan khusus,

5Iaﬂ//”///1///y/ Miang lallt'ﬂall/la////’ll' pendampingan khusus.

[PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN|
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

pembangunan, kerusuhan sosial dan sebab lainnya)

|Z[ Rumah Masyarakat (karena Sakit, ODGJ, dan kondisi tertentu lainnya) A
e =t website : disdukcapil.kuningankab.go.id

@ Semua Jenis Layanan Gratis..!! [ @ Hindari Calo [ ® Awas Pungli. !

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
JI. RE. Martadinata - Ancaran - Kuningan - 45514

go DIGITAL &#GISA y




OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

B Zimbra: Inbox (2810) X | & Welcome Home|Simpel X | @ (13)WhatsApp X | @ TopS0SaophoneRo # X @ Visidan Misi|WebsiteRe X+ o -

€ C @ dispendiktubankab.go.id/page/visi-dan-misi & %

25 April 2018 | 0Komentar

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS/PENDIDIKAN

‘Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban 3
o {8388 3180, 301280, 322888 32008, ‘J:L::.:zmr - Wwd. s

DOWNLOAD_Pedoman Teknis Pembelajaran Tatap Muka | DOWNLOAD -- File Spanduk / Banner MTQ XXVI1I Tingkat Provinsi Jawa Timur | Portal Tuban

Ditulis oleh Admin

Wisi Dinas. Pendlidiban
“TERWUJUDNYA INSAN YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, PROFESSIONAL DAN BERBUDAYA"

Yuisi Dinas Pendlidiban

”
a. Mewujudkan pelaku pendidikan yang berakhlak mulia dan professional, a" rasa 4

“ME,aya"i deng

Drs. NUR KHAMID, M.Pd.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

b. Mewujudkan ketersedian dan keterjangkauan layanan pendidikan,

c. Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan,

d. Mewujudkan generasi muda yang sehat, kreatif, mandiri dan berprestasi serta

e. Mewujudkan pelestarian nilai tradisi dan berwawasan lingkungan untuk mengembangkan Pendidikan Karakter menuju
good governance melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan.

n Pelayanan dengan Rasa

link Terkait = ks
“pMewu) kepuasan
B lakiasijpg & Showall | X untuk sebuah kP

= " i = 1em
58 O Type hereto search o #t 2°C A QW ZED o ‘,‘

Seed

Y  MOoTTO0

dalah rasa kepuasan kami

,~Senyuman anda @

Ketentuan:

1. Penilaian bersifat kumulatif

2. Semakin lengkap ketersedian
informasi visi dan misi secara
elektronik dan non elektronik
maka mendapatkan nilai
maksimal
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Motto Layanan

—— N — R
E& Zimbra: Inbox (2810) 24 T S Welcome Home | Simpel X [ ® (13) WhatsApp X | @B Kitaro Greatest Hits| < X @ MOTTO PELAVANAN | We X +

<« (e7 @ disdukcapil tubankab.go.id/page/sejarah-singkat B % = e :

MOTTO PELAYANAN

Home > Pages > MOTTO PELAYANAN

R AVER NIRERGE ™ L AVSIRSETR L e I ..

Selamat Datang Di Dinas Kependudukan Dan Penc: !.

LUMPIIRE = e N

BERITA POPULER

7k NI Sl T Y

Ditulis oleh admin

R S U

25 April 2018 | O Komentar

BERITATERBARU

o0
\

MISIo_Z__ TATA CARA PENDAFTARAN *
NOMOR ANTRIAN ONLINE
E=——= DivPP

Wednesday, 23 June 2021 | 0Komentar

-
-
N = D’h
- S———mx ALUR PELAYANAN DI MALL
P -

= — —a

3 PELAYANAN PUBLIK (MPP)
Tuesday, 01 June

2021 | OKomentar

B e Th) 7S e
= : ‘E‘ & = “
O Hi

== £ Type here to search

= PERSYARATAN UNTUKKK ( ‘cc*
(o]

4 ]
P, ~ m KARTU KELUARGA)
E. Tuesday, 01 June 2021 | O Komentar
>N\=- (“,_ - 5 = ~J &

1857
09/08/2021 ‘

29°c ~ @ 7z )

Ketentuan:

Penilaian bersifat kumulatif

Semakin lengkap ketersedian informasi motto layanan
secara elektronik dan non elektronik maka
mendapatkan nilai maksimal

1.
2.
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REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

i_,.ﬂ Ketentuan:

1. Penilaian bersifat kumulatif atas
kelengkapan Atribut Petugas
Pelayanan

2. Atribut Kelengkapan Pelayanan
antara lain:

- Baju Seragam
- Id Card
- Papan Nama
- Nama Dada
- Nama Meja
3. Dalam penilaianan atribut
Kelengkapan tidak harus
dimiliki  oleh satu Petugas, namun
kelengkapan tersebut dapat
diakumulasikan kepada

METKHusus/ Oktavyandi , Petugas vyang lain.
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Ketentuan:

1. Penilaian mendapatkan nilai
maksimal, apabila Dinas/ OPD
dalam memberikan pelayanan
berada di Mall Pelayanan Publik
atau DPMPTSP;

2. Apabila dalam memberikan
pelayanan masih di Kantor Dinas/
OPD masing-masing, maka bobot
nilai yang didapat juga berbeda.

g eyl i 3. Untuk Polres, apabila pelayanan

- ' berada di SPKT atau MPP Polres,
maka bobot nilai keterpaduan
maksimal (5), tapi jika terpisah
dengan SPKT maka nilainya O (nol)




<> oL P enilaian Persepsi Maladministrasi

Tujuan:
Untuk mengetahui persepsi dari pengguna
layanan terkait penyelenggaraan
pelayanan publik di unit penyelanggara
layanan

Responden:

wawancara 30 orang pengguna pelayanan
pada Pemda yang tersebar pada 5 OPD dan 2
Puskesmas

Kriteria Responden yaitu meliputi usia
minimal 17 tahun dan/ atau Pendidikan
minimal sederajat SMA.

Output (Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator)
Penundaan berlarut
n Permintaan imbalan

n Penyimpangan prosedur
n Tidak kompeten

“ Tidak patut



PLly KEWAJIBAN PENYELENGGARA

1.

(PASAL 2 PERPRES NO. 76 TAHUN 2013)

Mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola
pengaduan.

. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan.

Menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap
pengaduan.

Menyalurkan pengaduan yang bukan wewenangnya kepada
penyelenggara lain yang berwenang.

. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan.

Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.




PL Y MEKANISME PENGELOLA PENGADUAN

(PASAL 8 PERPRES NO. 76 TAHUN 2013)

1. Penerimaan,
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan
b. Pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadul.
2. Penelaahan dan pengklarifikasian,
a. ldentifikasi masalah,
b. Pemeriksaan substansi pengaduan,
c. Klarifikasi,
d. Evaluasi bukti, dan
e. Seleksi
3. Penyaluran pengaduan, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya.

4. Penyelesaian pengaduan,
a. Penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara,

b. Pemantauan,
c. Pemberian informasi kepada pengadu,

d. Pelaporan tindak lanjut, dan
e. Pengarsipan.



OMBUDSMAN KATEGORI NILAI

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

88.00-100 A

78.00 - 87.99 B

54.00 - 77.99 C
32.00 - 53.99 D

0-31.99 E

Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman berupa

Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan. (LAHP), atau Rekomendasi, pada

hasil penilaian akhir akan diberikan catatan tambahan atas pelaksanaanw t i
Catatan: Data LHA, LAHP, atau Rekomendasi diambil dalam kurun waktu 3 tahun (2019



Terima Kasih
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